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ABSTRAK 

Kantor Jasa Penilaian Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto 

merupakan badan usaha/persekutuan perdata yang bergerak di bidang jasa 

penilaian terhadap asset/kelayakan usaha, properti, proyek, maupun jaminan calon 

debitur yang mengajukan fasilitas kredit kepada bank. Dalam prakteknya selama 

ini jasa/sewa (ija>rah) perusahaan penilai belum digunakan secara maksimal oleh 
berbagai kalangan, banyak pihak menempatkan laporan penilaian sebagai 

pelengkap saja agar proposal itu tampak layak dan profesional. Sehingga penilai 

memberikan laporan penilaian secara tidak nyata, tidak sesuai kondisi dilapangan, 

tidak professional, dan menaikan harga yang tidak sesuai, yang mengakibatkan 

kerugian baik perusahaan maupun investor. Seiring berkembangnya usaha 

jasa/sewa (ija>rah) penilaian KJPP Sapto Kasmodiard dan Rekan banyak sekali 

memberikan jasa/sewa (ija>rah) penilaiannya pada berbagai perusahaan publik dan 
nonpublik di Indonesia, banyak rekanan yang telah menjalin kerjasama dengan 

KJPP Sapto Kasmodiard. Maka dari itu Dalam penelitian ini ingin mengetahui 

bagaimana implementasi akad ija>rah terhadap praktik jasa penilai properti dan 
bisnis di kantor jasa penilaian publik Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan 

(field research) dan pendekatan normatif yuridis. Sebagian besar dari data primer 

dikumpulkan dari observasi lapangan dan hubungan langsung dengan informan 

terkait dengan bidang kajian secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh 

dari buku, jurnal, artikel, tulisan yang berhubungan dengan jasa penilai properti 

dan bisnis. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan 
wawancara. 

Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa praktik jasa penilaian properti dan 

bisnis di Kantor Jasa Penilaian Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto 

sudah menerapkan akad ija>rah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. 

Praktik jasa penilaian properti dan bisnis ini termasuk kedalam jenis ija>rah ‘amal 
karena objek sewanya berupa jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa 
yang diperoleh. 

 

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, ija>rah, Kantor Jasa Penilaian Publik  

                                Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto. 
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MOTTO 

 

Hidup itu tidak perlu dibuat ribet, ada yang mudah kenapa harus  pilih 

yang susah 
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PERSEMBAHAN 

 

Karya ini saya dedikasikan kepada kedua orang tua saya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

   

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‟ B Be ب

 ta‟ T Te ت

 a   Es (dengan titik di atas)  ث

 Jim J Je ج

 H   ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 al   ze (dengan titik di atas)  ذ

 ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ad   es (dengan titik di bawah)  ص

 ad   de (dengan titik di bawah)  ض

 a‟   te (dengan titik di bawah)  ط

 a‟   zet (dengan titik di bawah)  ظ

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ



 

ix 

 

 fa‟ F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L „el ؿ

 Mim M „em ـ

 Nun N „en ف

 Waw W W ك

 ha‟ H Ha ق

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 ya‟ Y Ye م

 

B. Ta’  a    a di ak i  kata  ila dimatikan tulis h 

 Ditulis Ija>rah أجارة

 Ditulis Ujrah أجٍرة

(Ketentuan ini tidak diperlakuakn pada kata-kata arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya) 

C. Vokal Pendek 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat 

yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

--  َ --- Fath^ah A A 

--  َ --- Kasrah I I 

--  َ --- D}amah U U 
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D. Vokal Panjang 

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Dammah + wawu ditulis u>  Contoh العقود ditulis al-’uqu>d 

E. Vokal Rangkap 

1.  Fathâh + ya’ mati  Ditulis  Ay 

الزحيلي ةكىب  Ditulis  Ditulis 
Wahbah al 
Zuh}ayli> 

 

F. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyah 

 Ditulis Al-Qur’ān القرآف

 Ditulis Al-Qiyās القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya 

 <Ditulis Al-nabi النبي

 Ditulis Al-S}ighah الصيغة

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 Ditulis Ija>rah Al-‘amal ملعالأجارة 

رة العيناأج  Ditulis Ija>rah Al-‘ain 

 Ditulis Ija>rah al-mut}laqah أجارة المطلقة
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DAFTAR SINGKATAN 

 

SWT : Subh}a>nahu>wata’a>la 

SAW : Sallala>hu ‘alaihiwasallama 

Q.S : Qur‟an Surat 

HLM : Halaman 

DKK : Dan Kawan Kawan 

UUD : Undang-Undang Dasar 

UU :Undang-Undang 

NO : Nomor 

HES : Hukum Ekonomi Syariah 

KHES : Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah 

IAIN : Institut Agama Islam Negeri 

KJPP : Kantor Jasa Penilaian Publik 

PEMKA : Peraturan Menteri Keuangan 

SPI : Standar Penilaian Indonesia 

KEPI : Kode Etik Penilai Indonesia 

GAPI : Gabungan Asosiasi Penilai Indonesia 

MAPPI : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin lajunya pula 

perkembangan zaman, kegiatan muamalah dalam bentuk bisnis pun juga ikut 

berkembang dan semakin bervariasi. Kebutuhan masyarakat yang semakin lama 

semakin beragam, juga menjadi latar belakang pesatnya perkembangan bisnis 

tersebut. Asalkan mampu secara cermat membaca peluang, maka bisnis dengan 

model apapun bisa dikerjakan dan bahkan sangat menjanjikan untuk meraup 

keuntungan yang menggiurkan.   

Islam juga telah mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah 

disampaikan oleh Rasulullah. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah 

aturan atau hukum baik yang berlaku secara individual maupun sosial. atau lebih 

tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.
1
 Oleh karena itu, kerjasama 

antara pihak yang satu dengan yang lainnya guna mementingkan taraf 

perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya yang tidak 

bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta 

kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti 

mengadakan transaksi atau perjanjian (akad).
2
 

                                                             
1
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, 

Bisnis dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3. 
2
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 

hlm. 4 
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Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan 

bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas 

keseharian kita. Melalui akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat 

dijalankan. Karena akad dapat menfasilitasi setiap orang dalam memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang 

lain. Selain itu, akad juga merupakan salah satu sebab yang telah ditetapkan 

syara’, yang karenanya timbulah beberapa hukum.
3
 

Hukum Islam yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup 

bermasyarakat disebut muamalah. Muamalah inilah yang menjadi obyek paling 

luas yang harus digali manusia dari masa ke masa. Seiring dengan perkembangan 

zaman dan kebutuhan hidup manusia, hukum harus tetap dapat menjawab 

permasalahan yang terjadi. Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain: 

jual beli, sewa menyewa (ija>rah), gadai (rahn), kerjasama (syirkah), utang-

piutang dan sebagainya.
4
 

Dalam kehidupan manusia juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, 

karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. 

Adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam 

cara, diantaranya jenis usaha itu dikenal dengan sewa menyewa (ija>rah). Definisi 

fiqh ija>rah disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa 

                                                             
3
 Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta: Pustaka Rizqi Putra, 

1997), hlm. 7. 
4
  Novalita Damayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alsintan (Studi 

Kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”, 

Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 2. 
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dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
5
 

Dengan demikian ija>rah itu adalah suatu bentuk muamalah yang 

melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan 

barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya 

dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara’ tanpa diakhiri 

dengan kepemilikan. Ada dua jenis Ija>rah dalam hukum Islam : 

1. Ija>rah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa 

seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. 

2. Ija>rah yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan 

hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya 

sewa.
6
 

Dalam fiqh muamalah kegiatan sewa menyewa termasuk bagian al-

mu’a>malatu al-ma>liyyah, yaitu dalam aktifitas kegiatannya meliputi bentuk-

bentuk perjanjian (akad) tertentu. Karena dalam kegiatan tersebut terdapat syarat 

dan rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakannya. Menurut Jumhur Ulama 

rukun ija>rah ada empat yakni: orang yang berakal, sewa/imbalan, manfaat dan 

s}i>gat (ijab dan kabul). Adapun syarat-syaratnya adalah orang yang berakad harus 

baligh, kedua pihak yang berakad harus saling rela, manfaat obyek harus jelas, 

                                                             
5
 Muhammad, Model-model akad pembiayaan di bank syariah (Yogyakarta: UUI Press, 

2009), hlm. 124, 
6
 Ascara, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 

99. 
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obyek harus tidak cacat dan obyek sewa tidaklah sesuatu yang diharamkan oleh 

syara’.
7 

Di zaman modern sekarang ini setiap badan usaha yang bergerak di 

bidang jasa/sewa (ija>rah) tidak akan lepas dari kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat. Perusahaan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakt agar produk dan jasa dapat diterima dan dinikmati oleh konsumen guna 

mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Oleh karena itu, terciptanya kepuasan 

konsumen sangat bermanfaat bagi perusahaan dengan di tandai adanya 

peningkatan jumlah konsumen. Konsumen yang merasa puas akan berusaha untuk 

melakukan pembelian ulang terhadap produk atau jasa yang di konsumsi dan akan 

loyal, sedangkan konsumen yang merasa tidak puas akan menghentikan 

loyalitasnya. 

Fenomena semacam ini mengarhkan kita pada Kantor Jasa Penilaian 

Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan di Purwokerto selanjutnya disebut (KJPP) 

merupakan KJPP resmi yang bergerak pada bidang jasa penilaian profesional di 

Indonesia. Bidang usaha yang di lakukan adalah penilaian properti dan penilaian 

bisnis.
8
 KJPP merupakan badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari mentri 

sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya. KJPP merupakan 

badan usaha/persekutuan perdata yang bergerak di bidang jasa penilaian terhadap 

                                                             
7
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Jakarta : Raja  

Grafindo Persada, 2003),  hlm. 231-233. 
8
 Anonim, “Latar belakang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sapto Kasmodiard dan Rekan”, 

http://kjppskr.co.id/., diakses  pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, Pukul 18:17 wib. 

http://kjppskr.co.id/
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asset/kelayakan usaha, properti, proyek, maupun jaminan calon debitur yang 

mengajukan fasilitas kredit kepada bank. Pada hakikatnya, usaha jasa penilai 

adalah badan usaha yang memiliki predikat sebagai lembaga kepercayaan bagi 

pihak-pihak yang melakukan transaksi perdagangan. 

Hasil wawancara penulis yang lakukan dengan bapak Arif Setiabudi, S.Pi 

selaku karyawan pada kantor Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto, berkata 

di Banyumas banyak sekali bermunculan jasa penilai publik semenjak tahun 

2016, akan tetapi sebagian besar pendirian jasa penilai publik itu tidak resmi yang 

mengakibatkan terjadinya penyimpangan seprti menaikan harga, memberikan 

penilaian yang tidak seharusnya dan terjadinya penyuapan.
9
 Hal semacam ini 

dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Pada hakikatnya di dalam 

Islam di larang, karena terdapat unsur penipuan di dalamnya dan tidak 

memberikan apa yang sesuai dengan kenyataan yang seharusnya. 

Oleh sebab itu pentingnya penggunaan jasa penilai publik dalam 

penilaian properti dan bisnis dapat dilihat dari berbagai kompetensi appraisal 

melakukan peran, tugas, kewajiban. Pengetahuan mengenai peran, tugas, dan 

kewjiban sudah tertulis secara jelas di berbagai peraturan perudang-undangan 

seperti Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMk.01/2014. Penilai Publik, 

Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), 

Gabungan Asosiasi Penilai Indonesia (GAPI), Masyarakat Profesi Penilai 

                                                             
9
 Wawancara Dengan Bapak Arif Setiabudi Selaku Karyawan Sapto Kasmodiar Dan rekan 

Purwokerto, Pada Tanggal 19 Juni 2020, pukul 10.00 WIB. 
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Indonesia (MAPPI) dan kontrak perjanjian dengan pihak bank. Peran, tugas, dan 

kewajiban merupakan bentuk konkret dari penjabaran kompetensi appraisal 

dalam menjalankan perannya.
10

 

Peran perusahaan penilai menjadi berarti karena lembaga ini merupakan 

usaha jasa yang profesional untuk memberikan penilaian obyektif untuk properti 

yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Oleh karena itu, kehadiran lembaga 

ini sangat bermanfaat bagi pelaku ekonomi.
11

 Secara umum KJPP diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2014 tersebut, kegiatan 

penilaian yang dilakukan KJPP secara umum meliputi kegiatan penilaian tanah, 

bangunan, pengembangan tanah, pertokoan, perkantoran, perhotelan, apartemen, 

kawassan industri, pertambangan dan perkebunan. 

Pada akhirnya seiring berkembangnya usaha jasa/sewa (ija>rah) penilaian, 

KJPP Sapto Kasmodiard dan Rekan banyak sekali memberikan jasa/sewa (ija>rah) 

penilaiannya pada berbagai perusahaan publik dan nonpublik di Indonesia, 

banyak rekanan yang telah menjalin kerjasama dengan KJPP Sapto Kasmodiard. 

Tetapi bagaimanakah implementassi jasa/sewa (ija>rah) sudah sesuai dengan 

                                                             
10

 Zaky Baswendra Wibhawa dan Anjar Sri Ciptorukmi, “Urgensi peran Apresial Dalam 

Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit Produktif Dengan Jaminan Hak Tanggungan 

Menurut Peraturan Mentri Keuangan Nomor 101/PMk.01/2014 Tentang Penilai Publik”, Jurnal Privat 

Law, Vol. IV No. 2, 2016. 
11

 Joni Emirzon, Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai (Jakarta: PT Gramedia, 2000), 

hlm. 3. 
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kaidah hukum Islam jika di lihat dari banyaknya rekan yang telah menjalin 

kerjasama bersama?  

Dalam prakteknya selama ini jasa/sewa (ija>rah) perusahaan penilai belum 

digunakan secara maksimal oleh berbagai kalangan, banyak pihak menempatkan 

laporan penilaian sebagai pelengkap saja agar proposal itu tampak layak dan 

profesional. Sehingga penilai memberikan laporan penilaian secara tidak nyata, 

tidak sesuai kondisi dilapangan, tidak profesional, dan menaikan harga yang tidak 

sesuai, yang mengakibatkan kerugian baik perusahaan maupun investor. 

Di dalam hukum Islam apabila akan melakukan sewa/jasa (ija>rah) ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berakad : 

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan 

dengan kesukarelaan. 

2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan. 

3. Sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, 

bukan sesuatu yang tidak berwujud. 

4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ija>rah haruslah berupa 

bukan sesuatu yang haram. 

5. Pemberian upah atau imbalan haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik 

berupa uang ataupun jasa.
12

 

Sebab itulah jasa penilai publik ini sangat penting agar tidak ada yang di 

rugikan baik pihak perusahaan maupun investor, tidak ada kenaikan harga yang 

                                                             
12

 Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35-36. 
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tidak sesuai dan tidak ada lagi yang memberikan penilaian yang tidak seharusnya.  

Maka dari itu penjelasan singkat di atas terkait jasa penilaian properti dan bisnis 

perlu diperhatikan, sehingga penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD IJA>RAH 

TERHADAP PRAKTIK JASA PENILAIAN PROPERTI DAN BISNIS DI 

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK SAPTO KASMODIARD DAN REKAN 

PURWOKERTO”. 

B. Definisi Operasional 

Pada bagian ini penulis merasa perlu untuk mengemukakan definisi 

operasional terhadap beberapa istilah yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Definisi operasional diperlukan agar tidak terjadi pelebaran masalah dan 

pemahaman yang tidak tepat dari permasalahan yang penulis angkat, sekaligus 

sebagai arahan penelitian yang akan dilakukan. 

1. Akad ija>rah 

Secara terminologi yang di maksud dengan ija>rah adalah akad pemindahan 

hak guna barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dengan demikian 

akad ija>rah ini merupakan transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa 

antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai dan objek sewa 

degan penyewa untuk mendapatkan imblan atas objek sewa yang disewakan.
13

 

                                                             
13

 Masqudi, Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam (Semarang: RASAIL Media Group, 

2019), hlm. 228-229. 
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2. Jasa Penilaian Properti dan Bisnis 

Jasa penilaian properti dan bisnis adalah proses pekerjaan atau kegiatan 

seorang penilai dalam memberikan suatu estimasi atau opini atas nilai 

ekonomis suatu properti, baik berwujud ataupun tidak berwujud yang 

berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan 

dengan menggunakan metode, parameter dan prinsip-prinsip penilaian yang 

berlaku.
14

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi dasar permasalahan 

judul adalah bagaimana implementasi akad Ija>rah terhadap praktik jasa penilaian 

properti dan bisnis di Kantor Jasa Penilaian Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan 

Purwokerto? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi akad Ija>rah terhadap 

praktik jasa penilaian bisnis di Kantor Jasa Penilaian Publik Sapto Kasmodiard 

dan Rekan Purwokerto. 

 

 

 

                                                             
14

 Anonim, “Jasa Appraisal atau Penilaian”, https://kjppmsr.co.id/., di akses pada hari Senin 

08 Juni 2020, Pukul 21:30. 

https://kjppmsr.co.id/?page_id=42
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis dan bagi para pembaca, penelitian ini merupakan salah satu 

sarana untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya 

yang terkait dengan akad ija>rah. 

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk 

penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan di bidang pengembangan 

hukum ekonomi syariah. 

3. Secara praktis, Selain dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas 

akhir guna memperoleh gelar S.H di fakultas syariah IAIN Purwokerto, 

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

melengkapi referensi yang belum ada. 

F. Tinjuan Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan 

atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Adapun objek dalam 

penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan (field research) pada 

Implementasi akad Ija>rah terhadap praktek jasa penilaian propereti dan  bisnis di 

kantor jasa penilaian publik sapto kasmodiard dan rekan Purwokerto . Penulis 

telah melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah seperti buku, 
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skripsi, jurnal, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. 

Diantaranya sebagai berikut : 

Nama Judul Persamaan Perbedaan 

Marsa Satrya 

Nugraha, Program 

Studi Manajemen, 

Fakultas 

Ekonomi, 

Universitas 

Pembangunan 

Nasional 

“Veteran” Jawa 

Timur 

Pengaruh Kualitas 

Layanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pengguna Jasa 

Penilai Publik 

Mutaqin 

Bambang 

Purwanto Rozak 

Uswatun dan 

Rekan di 

Surabaya 

Sama-sama 

membahas tentang 

jasa penilai publik 

Penelitian Marsa 

membahas  

tentang mengnai 

kepuasan 

pengguna jasa 

penilaian publik 

sedangkan 

skripsi ini 

membahas 

mengenai 

mekanisme 

penerapan akad 

ija>rah pada jasa 
penilaian publik 

Rino Berliantoro, 

Program Studi 

Ilmu Hukum, 

Fakultas 

Hukum, 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Peranan 

Perusahaan Jasa 

Penilai Bagi 

Perbankan Dalam 

Kaitannya 

Dengan 

Pemberian Kredit 

Sama-sama 

membahas tentang 

jasa penilai publik 

Penelitian Rino 

membahas 

tentang peran 

jasa penilain 

publik bagi 

perbankan 

sedangkan 

skripsi ini 

membahas 

mengenai 

mekanisme 

penerapan akad 

ija>rah pada jasa 
penilaian publik 

Desi Fitriani, 

Program Studi 

Ilmu Hukum, 

Fakultas Hukum, 

Universitas 

Indonesia 

Analisis 

Tanggung Jawab 

Profesi Penilai 

Sebagai Profesi 

Penunjang Pasar 

Modal Dalam 

Rangka Go 

Public BUMN 

Sama-sama 

membahas tentang 

jasa penilai publik 

Penelitian Desi 

membahas 

tentang tanggung 

jawab hukum 

profesi 

penilai di suatu 

perusahaan yang 

berbentuk 
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(Studi: Peran 

Penilai Dalam 

Penawaran 

Perdana Saham 

PT. Garuda 

Indonesia dan PT. 

Krakatau Steel) 

BUMN 

sedangkan 

skripsi ini 

membahas 

mengenai 

mekanisme 

penerapan akad 

ija>rah pada jasa 

penilaian publik 

Jurnal penelitian 

yang ditulis oleh 

Laili Nur Amalia 

Tinjauan 

Ekonomi Islam 

terhadap 

Penerapan Akad 

Ijarah pada Bisnis 

Jasa Laundry 

(Studi Kasus di 

Desa Kedungrejo 

Kecamatan 

Muncar)” 

Sama-sama 

membahas 

penerapan akad 

ija>rah 

Penelitian Laeli 

membhas 

tentang 

penerapan akad 

ija>rah pada 
bisnis laundry 

sedangkan 

skripsi ini 

membahas 

mengenai 

mekanisme 

penerapan akad 

ija>rah pada jasa 
penilaian publik 

 

Marsa Satrya Nugraha dalam karyanya yang berjudul “Pengaruh Kualitas 

Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Penilaian Publik Muttaqin Bambang 

Purwanto Rozak Uswatun dan rekan Di Surabaya”. Skripsi ini membahas 

mengenai pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna Jasa Penilai 

Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan. Adapun hasil 

penelitian tersebut menunjukan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan 
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positif terhadap kepuasan pengguna Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang 

Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan.
15

  

Rino Berliantoro dalam karyanya yang berjudul “Peran Perusahaan Jasa 

Penilai Bagi Perbankan Dalam kaitannya dengan Pemberian kredit”. Penelitian 

yang di lakukan oleh Rino adalah untuk mengetahui peranan perusahaan jasa 

penilai bagi perbankan dalam kaitanya dengan pemberian kredit dan Untuk 

mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan jasa penilai apabila melanggar 

kode etik penilaian, melawan hukum dan wanprestasi sehingga menimbulkan 

kredit macet pada pihak bank.
16

  

Desi Fitriani dalam karyanya yang berjudul “Analisis Tanggung Jawab 

Profesi Penilai Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Go Public 

BUMN (Studi: Peran Penilai Dalam Penawaran Perdana Saham PT. Garuda 

Indonesia dan PT. Krakatau Steel)” Skripsi ini membahas mengenai tanggung 

jawab hukum profesi penilai di suatu perusahaan yang berbentuk BUMN. Selain 

membahas mengenai tanggung jawab profesi penilai, penelitian yang dituliskan 

dalam skripsi ini juga membahas sedikit mengenai seluk beluk profesi penilai 

baik di dalam negeri maupun di beberapa negara diluar negeri seperti Amerika 

Serikat, Belanda dan China. Adapun hasilnya bahwa profesi penilai sebagai 

profesi penunjang pasar modal hanya memiliki tanggung jawab sebatas 

                                                             
15

 Marsa Satrya Nugraha, “Pengaruh kualitas layann Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa 

Penilaian Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan rekan Di Surabaya”, Skripsi 

(Surabaya: Univerisitas Pembangunan Nasional “veteran” Surabaya, 2014). 
16

 Rino Berliantoro, “Peran Perusahaan Jasa Penilai Bagi Perbankan Dalam kaitannya dengan 

Pemberian kredit”, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010). 
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penilaiannya yang mengharuskan hasil penilaian itu untuk sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, standar penilaian dan kode etik penilaian saja.
17

 

Jurnal penelitian Laili Nur Amalia dengan judul “Tinjauan Ekonomi 

Islam terhadap Penerapan Akad Ija>rah pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di 

Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui praktik akad ija>rah dalam bisnis jasa laundry, prosedur akad ijarah 

dalam praktik bisnis jasa laundry dan untuk mengetahui penerapan ekonomi 

syari‟ah pada akad ija>rah dalam bisnis jasa laundry. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa praktik akad ija>rah pada bisnis jasa laundry merupakan akad 

ija>rah a’mal dimana pihak pemilik laundry memberikan layanan cuci pakaian 

kepada pelanggan dengan biaya upah (ujrah) yang telah disepakati kedua belah 

pihak.Penerapan akad ija>rah dalam bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam 

ekonomi Islam sudah sesuai dengan ketentuan syara’. Akan tetapi bisnis jasa 

laundry ini masih kurang memperhatikan kesucian pada prosedur pencuciannya.
18

  

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati 

dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui, kajian secara spesifik 

komprehensif terhadap pembahasan mengenai Implementasi Akad Ija>rah 

Terahadap jasa Penilai Publik belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, 

                                                             
17

 Desi Fitriani, “Analisis Tanggung Jawab Profesi Penilai Sebagai Profesi Penunjang Pasar 

Modal Dalam Rangka Go Public BUMN (Studi: Peran Penilai Dalam Penawaran Perdana Saham PT. 

Garuda Indonesia dan PT. Krakatau Steel)”, Skripsi (Depok: Universitas Indonesia, 2012). 
18

 Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis 

Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)”, Jurnal Ekonomi dan Hukum 

Islam, Vol. IV, no. 2, 2015. 
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penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah 

yang berjudul “Implementasi Akad Ija>rah Terhadap Praktek Jasa Penilian Properti 

Dan Bisnis di Knator Penilai Publik Sapto Kasmodiard Dan Rekan Purwokerto”. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam pembahasan skripsi dibagi menjadi lima bab,sebagai 

upaya untuk memperoleh keutuhan pembahasan dan terarahnya skripsi ini, dan 

masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. 

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang 

Masalahn Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan 

Bab kedua, berisi berbagai hal yang merupakan Konsep Umum Tentang 

Akad Ija>rah, Pengertian Ija>rah, Dasar Hukum Ija>rah, Rukun dan Syarat Ija>rah, 

Sifat dan Hukum Ija>rah, Objek dan Ketentuan Objek Ija>rah, Hak dan Kewajiban 

dalam Ija>rah, Macam-Macam Ija>rah dan Pembatalan dan Berakhirnya Ija>rah. 

Konsep Umum Jasa Penilaian Publik, Pengertian Jasa Penilaian Publik, Peraturan 

Hukum Tentang Jasa Penilaian Publik dan Jenis Jasa Penilaian Publik dan 

Metode Penilaian. 

Bab ketiga, memuat uraian tentang metode penelitian Jenis Penelitian, 

Lokasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Pendekatan Penelitian, Penentuan 

Subjek dan Objek Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis 

Data. 
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Bab keempat, merupakan inti dari skripsi. Berisi mengenai Gambaran 

Umum Tentang Kantor Jasa Penilaian Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan 

Purwokerto, Sejarah KJPP Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto, dan Jenis 

Layanan. Analisis Implementasi Akad Ija>rah Jasa Penilaian Properti dan Bisnis, 

Pelaku Akad (Mu’jir> dan Musta’jir>), S}i>gat (Ijab dan Kabul), Ujrah atau Upah dan 

Objek sewa (Ma’qu>d ‘alaih). 

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari penelitian ilmiah ini yang 

berisi tentang kesimpulan dan saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi 

untuk kajian selanjutnya 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD IJA>RAH  DALAM HUKUM ISLAM 

DAN KONSEP UMUM TENTANG JASA PENILAIAN PUBLIK 

 

A. Konsep Umum Tentng Akad Ija>rah 

1. Pengertian Akad Ija>rah 

Para ahli hukum Islam mendefiniskan akad sebagai hubungan antar 

ijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh 

(akibat) hukum pada objek perikatan.
19

 Dalam pasal 1 ayat (13) Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa 

akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah dan unit usaha syariah 

(UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-

masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
20

 

Menurut Masduqi pengertian akad dalam arti luas adalah segala 

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, 

seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya 

membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.  

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih adalah 

perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syar’ yang 

berdampak pada objeknya atau pengaitan ucapan salah seorang yang akad 

                                                             
19

 Faturrahman Djamil, Penetapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 6. 
20

 Lihat UU  No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 
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dengan yang lainnya secara syara pada segi yang tampak dan berdampak pada 

objeknya.
21

   

Secara bahasa sewa menyewa atau ija>rah berarti upah, sewa, jasa atau 

imbalan. Sedangkan secara istilah ija>rah adalah akad pemindahan hak guna 

suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah 

(ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 

Maksud dari manfaat tersebut adalah sebuah benda yang memiliki nilai guna, 

dan setelah digunakan barang dari benda tersebut masih utuh. Maka tidak 

boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari 

benda tersebut habis. Seperti menyewa apel untuk dimakan. Dalam konsep 

awalnya yang sederhana, akad ija>rah adalah akad sewa sebagaimana yang 

telah terjadi di masyarakat pada umumnya.
22

 

Secara etimologi, al-ija>rah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-

‘iwad}u (ganti). Dalam pengertian terminologi, yang dimaksud dengan ija>rah 

adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilik (ownership atau milkiyyah) 

atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, ija>rah adalah lease 

contract dimna suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan 

                                                             
21

 Masduqi, Fiqh Muamalah., hlm. 228. 
22

 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah 

(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 180. 
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(equipment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya 

yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge).
23

 

Menurut Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, 

ija>rah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa 

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad 

ija>rah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna 

saja dari yang menyewakan kepada penyewa.
24

 Sedangkan pengertian ija>rah 

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 angka (9) adalah 

sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
25

 

Dalam Penjelasan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah, akad ija>rah didefinisikan sebagai akad 

penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari 

suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam Peraturan Bank Indonesia 

No. 9/19/PBI/2007, ija>rah sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang 

dan/atau jasa anatara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas 
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 Ahmad Mujahidin, Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di 

Indonesia (Surabaya : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 185. 
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objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa 

yang disewakan.
26

 

 Adapun beberapa definisi ija>rah yang dikemukakan para ulama fiqh, 

yaitu: 

1. Ulama Hanafi berpendapat ija>rah adalah: 

ضو  وٍ عى بً  عً ا فً نى مى ى الٍ لى عى  ده قٍ عى   
 “Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

27 
 

2. Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa ija>rah adalah: 

وـ وٍ علي مى  ضو  وٍ عى بً  ةو حى  الًإباى ؿ كى ًِ  للًٍبىذٍ  قىاؿ بلًىةو  ةو حى  ميبىا ةو مى وٍ لي عٍ مى  ةو ذى وٍ صي قٍ مى  ةو عى فى نػٍ ى مى لى عى  ده قٍ عى   
 “Atas manfaat yang dituju serta diketahui, yang membutuhkan tenaga 

dan di perbolehkan oleh syara‟ dengan imbalan tertentu”
28

 

 

3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan ija>rah adalah: 

ةن مىعٍليوٍمىةن بعًىوٍ  كي يٍ لً تىٍ  ضو مىنىا فًعً شىيٍءو ميبىا حىةوميدَّ  
 “Pemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu 

dengan suatu imbalan.”
29 

 

Menurut Sayyid Sabiq bahwa ija>rah ialah suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
30

 Ash-Shiddieqy mengatakan 

bahwa ija>rah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 115. 



21 
 

 

 

tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual 

manfaat.
31

 

Meurut Muhammad Syafi‟I Antonio ija>rah adalah akad pemindahan 

hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
32

 Sedangkan menurut 

Amir Syarifuddin ija>rah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau 

transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.
33

 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad 

ija>rah (sewa-menyewa) adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa 

(manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang di 

manfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah 

sesuatu yang di bolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat di manfaatkan. 

Transaksi ija>rah didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat atas suatu 

objek yang di sewakan.
34

 

Manfaat terkadang berbentuk barang, seperti rumah untuk ditempati, 

atau mobil untuk dikendarai. Terkadang berbentuk karya seperti karya 

seorang insinyur, pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna, dan 
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penjahit. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang 

yang mencurahkan tenaganya, seperti pekerja rumah tangga.
35

 

2. Dasar Hukum Ija>rah 

Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa ija>rah disyariatkan 

dalam Islam. ija>rah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah 

mengupah merupakan muamalah. Hukum asalnya menurut jumhur ulama 

adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-Qur‟an, dan hadist-hadist Nabi. 

a. al-Qur‟an 

Dalam al-Qur‟an terdapat surat-surat yang berkaitan dengan ija>rah 

atau sewa menyewa diantaranya yaitu: 

1) al-Baqarah (2) : ayat 233 

ءىاتػىيٍتيم  َ  أىكٍلىَٰدىكيمٍ فىلَى جينىاحى عىلىيٍكيمٍ إًذىا سىلَّمٍتيم مَّا َ  اَ  تُّمٍ أىف تىسٍتػىرٍضًعيوكىإًفٍ أىرىد
عٍريكؼً   أىفَّ ٱللَّوى بِىا تػىعٍمىليوفى بىصًيه  َ  اَ  ٱللَّوى كىٱعٍلىميو َ  كىٱتػَّقيوا َ  بًٱلٍمى

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 

ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.
36

 

 

 Yang Menjadi dasar hukum dari ayat tersebut adalah ungkapan 

“apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” ungakapan 
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tersebut menunjukan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban 

membayar upah secara patut. 

2) at-Thalaq (65) : ayat 6 

ريكا َ  فىإًفٍ أىرٍضىعٍنى لىكيمٍ فىػ ىاتيوىينَّ أيجيورىىينَّ  تػىعىاسىرٍتُّيٍ كىإًف  َ  بػىيػٍنىكيم بِىعٍريكؼو  َ  كىأٍتىً
تػيرٍضًعي لىوي   أيخٍرىلَٰ  َ  فىسى

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 

kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan 

maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.
37

 

 

3) al-Qas}hash (28) : ayat 26 

ىهيمىا مَٰ  يػٍرى مىنً اسٍتىأٍجىرٍتى الٍقىوًمم الٍى َ  اىبىتً اسٍتىأٍجًرٍهي َ  قىالىتٍ اًحٍدَٰ   مًيٍني اًفَّ خى
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah 

ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya 

orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) 

ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
38

 

 Ayat ini menjelaskan tentang rentetan cerita Nabi Musa yang 

sedang mengembara keluar dari Mesir karena dimusuhi oleh para 

musuhnya. Di tengah perjalanan Nabi Musa bertemu dua orang 

wanita yang tidak bisa meminumkan ternaknya karena harus 

menunggu penggembala ternak yang lain selesai meminumkan 

binatang ternaknya. Kemudian Nabi Musa menolong dua wanita 

tersebut. Singkat cerita atas budi baik dan keteguhan Nabi Musa, 

salah satu dari kedua wanita tersebut mengusulkan kepada ayah 
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mereka untuk mengangkat Nabi Musa sebagai orang yang bekerja 

untuknya. Ayat-ayat tersebut secara tersurat merupakan landasan 

yang jelas bahwa pemberi upah orang lain yang bekerja untuk dirinya 

diperkenankan. Praktek seperti  ini dalam fiqh muamalah dikenal 

dengan akad ija>rah.39
 

b. Hadist 

Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan : 

: اى  حٍتىجىمى النَّبيم صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى كىأىعٍطىى عىنً ابٍنً عىبَّاسو ، رىضًيى اللهي عىنػٍهيمىا ، قىاؿى
 الَّذًم حىجىمىوي كىلىوٍ كىافى حىرىامنا لَىٍ يػيعٍطًوً 

“Dari Ibn „Abba>s RA, berkata: Nabi Saw. Berbekam dan memberikan 
upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui 

kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya”
40

 

Dalam kitab Sunan ibnu Majah disebutkan : 

عًيٍدً بٍني عىطً  ، قىاؿى : حىدَّ ثػىنىا كىىٍبي بٍني سى يَّةى السىلىمًيم ، حىدَّ ثػىنىا العىبَّاسي بٍني الٍوىليًٍدً الدِّ مىشٍقًيم
: قىاؿى رىسيوٍؿي الًله  بٍنً عيمىرى ، قىاؿى  اللهً قىاؿى حىدَّ ثػىنىا عىبٍدي الرَّحٍْىافً بٍنً أىسٍلىمى عىنٍ أىبيًٍوً عىنٍ عىبٍدً 

فَّ عىرىقيوي صىلَّى اللَّوي عىلىيٍوً كىسىلَّمى   : أىعٍطيوا الأىجًيى أىجٍرىهي ، قػىبٍلى أىفٍ يَىً
“Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Wahid ad-Dimasyqi 

berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa‟id bin Athiah as-

Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid 

bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata bahwa 
Rasulullah SAW bersabda “Berikanlah Upah kepada pekerja sebelum 
kering keringatnya”

41 
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3. Rukun Dan Syarat Ija>rah 

Dalam bertransaksi menggunakan akad Ija>rah haruslah terpenuhi 

rukun dan syarat sahnya berakad. Adapun rukun dan syaratnya sebagai 

berikut: 

a. Rukun Ija>rah 

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, 

peristiwa atau tindakan.
42

 Rukun dari ija>rah sebagai suatu transaksi adalah 

akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa 

transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.
43

 Menurut ulama 

mazhab Hanafi rukun ija>rah hanya ada satu, yaitu ijab dan kabul.
44

 

Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ija>rah itu ada empat, 

sebagai berikut:
45

 

1) ‘A>qid (orang yang akad) 

‘A>qid adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu 

orang yang menyewakan (mu’ji>r) dan orang yang menyewa 

(musta’ji>r). Menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanbali disyaratkan telah 

baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau 

tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila tidak sah. Akan tetapi, 
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menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa kedua 

orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Maka dari 

itu, anak yang baru mumayiz (yang bisa membedakan antara baik dan 

buruk) boleh melakukan akad, ija>rah hanya pengesahannya perlu 

persetujuan walinya.
46

 

2) S}i>gat akad  

 Dalam melakukan ijab dan kabul ini haruslah menggunakan 

kalimat yang jelas dan terbuka sehingga dimengerti dan dipahami oleh 

pihak penyewa. Ada tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu:
47

 

a) Pertalian Ijab dan Kabul 

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (muji>b) 

untuk melakukan sesutau atau tidak melakukan sesuatu. kabul 

adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak muji>b 

tersebut oleh pihak lainnya (Qa>bil). Ijab dan kabul harus ada 

dalam 

pelaksanaan suatu perikatan. 

b) Di benarkan oleh syara’ 

Objek, tujuan, pelaksanaan akad tidak boleh bertentangan 

dengan syari‟ah. Jika bertentangan mengakibatkan akad itu tidak 
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sah. Perikatan yang mengandung unsur penipuan atau objek 

perikatan tidak halal, dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu 

perikatan menurut hukum Islam. 

c) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya 

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum, adanya 

akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang 

diperjanjikan oleh para pihak dan memberikan konsekuensi hak 

dan kewajiban yang mengikat para pihak. 

3) Ujrah (upah) 

Ujrah adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada 

seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan 

tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah 

disepakati bersama.
48

 Sewa atau imbalan disyaratkan diketahui 

jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun 

upah mengupah.
49

 

4) Manfaat 

Menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau objek akad ija>rah, yaitu: 

a) Manfaat yang akan dijadikan objek ija>rah harus diketahui dengan 

pasti, mulai dari bentuk, sifat, tempat hingga waktunya. 
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b) Manfaat itu harus dipenuhi dalam arti yang sebenarnya. Dengan 

kata lain, boleh menyewakan barang milik bersama, karena pada 

barang tersebut ada manfaat dan penyerahannya dapat dengan 

mengosongkannya dengan membagikan manfaatnya kepada 

masing-masing pemiliknya. 

c) Manfaat yang dimaksud bersifat mubah, karena tidak boleh 

menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang 

dilarang oleh syara’, misalnya menyewakan tempat untuk 

perjudian atau pelacuran dan lain-lain.
50

 

Sedangkan rukun ija>rah menurut Pasal 259 Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) terdiri atas: 

a) Pihak yang menyewa 

b) Pihak yang menyewakan 

c) Benda yang disewakan 

d) Akad.
51

 

Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan ija>rah diatur 

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai 

berikut:
52
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a) S}i>gat akad ija>rah harus menggunakan kalimat yang jelas, dan akad 

ija>rah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/ atau isyarat (Pasal 

296 angka (1) dan (2) KHES) 

b) Akad ija>rah dapat diubah, diperpanjang, dan/ atau dibatalkan 

berdasarkan kesepakatan (Pasal 297 KHES). 

c) Akad ija>rah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang, dan 

para pihak yang melakukan akad ija>rah tidak boleh membatalkannya 

hanya karena akad itu masih belum berlaku (Pasal 298 angka (1) dan 

(2) KHES). 

d) Akad ija>rah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada 

penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga (Pasal 299 KHES). 

e) Jika pihak yang menyewa menjadi pemilik dan harta yang di-ija>rah 

kan, maka akad ija>rah berakhir dengan sendirinya, dan berlaku pada 

ija>rah jama’i/kolektif (Pasal 300 (1) dan (2) KHES). 

b. Syarat Ija>rah 

Sebagai bentuk transaksi, ija>rah dianggap sah harus memenuhi 

rukun diatas, disamping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. 

Adapun syarat-syarat dimaksud adalah: 

1) Syarat yang terkait dengan ‘a>qid (orang yang berakad) 

a) Menurut madzhab Syafi‟i dan Hanbali, kedua orang yang berakad 

telah berusia „aqil baligh, sementara menurut madzhab Hanafi 
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dan Maliki, orang yang berakad cukup pada batas mumayyiz 

(yang bisa membedakan) dengan syarat mendapatkan persetujuan 

wali..
53

 

b) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. 

Orang yang sedang melakukan akad ija>rah berada pada posisi 

bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau 

kedua belah pihak oleh siapapun.
54

 

2) Syarat yang berkaitan dengan ma’qu>d ‘alaih (objek sewa) 

 Adanya kejelasan pada ma’qu>d ‘alaih  (barang) agar menghilangkan 

pertentangan diantara ’a>qid.
55

 Diantara cara untuk mengetahui 

ma’qu>d ‘alaih (barang) adalah dengan : 

a) Penjelasan manfaat  

Penjelasan dilakukan agar benda atau jasa sewa 

benarbenar jelas. Yakni manfaat harus digunakan untuk 

keperluan keperluan yang dibolehkan syara’.56
 

b) Penjelasan waktu 

Jumhur Ulama tidak memberikan batasan maksimal atau 

minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya 
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masih tetap ada.
57

 Menurut Sudarsono, Lamanya waktu 

perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka 

perjanjian dianggap tidak sah.
58

 

c) Penjelasan harga sewa, untuk membedakan harga sewa sesuai 

dengan waktunya, misalnya perbulan, pertahun, atau perhari 

d) Penjelasan jenis pekerjaan  

Penejelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan 

diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak 

terjadi kesalahan atau pertentangan. Tentang batasan waktu kerja 

sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
59

 

Barang yang disewakan atau jasa yang diburuhkan merupakan 

barang yang suci dan merupakan pekerjaan yang halal serta lazim 

sifatnya, seperti menyewakan kerbau untuk menggarap sawah. 

Pemanfaatan barang dibenrkan oleh syariat Islam.
60

 

e) Objek ija>rah adalah suatu yang dihalalkan syara’ 

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-

perkara yang dibolehkan syara’, seperti menyewakan rumah 

                                                             
57

 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Mu’amalah., hlm. 127. 
58

 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (, Jakarta: PT. Asd Cetakan ke2, 2001), hlm. 428. 
59

 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 127 
60

 Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 315. 



32 
 

 

 

untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan 

lain-lain.
61

 

f) Ma’qu><d ‘alaih harus dapat memenuhi secara syara’ 

Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara 

dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang 

tidak sah menyewa seseorang perempuan yang sedang haid untuk 

membersihkan masjid sebab diharamkan syara‟.
62

 

3) Syarat Yang Berkaitan Dengan Upah 

Upah diketahui oleh kedua belah pihak (mu’ji>r dan musta’ji>r). 

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu : 

a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui 

b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ija>rah, seperti 

upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah 

tersebut.
63

 

4) Syarat yang terkait dengan s}i>gat (akad/ijab kabul) 

Yaitu ijab kabul sebagai manifestasi dari perasaan suka sama 

suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. 

kabul diucapkan selesai pernyataan ijab tanpa jeda. Contoh 

persyaratan ijab kabul, misalnya pemilik sewa (mu’ji>r) mengatakan, 
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“aku sewakan bejana ini kepadamu,” atau “aku serahkan hak pakai 

barang ini kepadamu selama setahun,” lalu penyewa (musta’ji>r) 

berkata, “aku terima” atau “aku sewa”. 

Berkaitan dengan syarat pelaksanaan dan penyelesaian ija>rah 

menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur sebagai 

berikut:
64

 

1) Untuk menyelesaikan suatu proses akad ija>rah, pihak-pihak yang 

melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan 

hokum (Pasal 301 KHES). 

2) Akad ija>rah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh 

(Pasal 302 KHES). 

3) Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau 

pengampunya (Pasal 303 KHES). 

4) Penggunaan benda ija>rah harus dicantumkan dalam akad ija>rah. Jika 

pengguna benda ija>rah tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, 

maka benda ija>rah digunakan berdasarkan aturan umum dan 

kebiasaan (Pasal 304 angka (1) dan (2) KHES) 

5) Jika salah satu syarat dalam akad ija>rah tidak ada, maka akad itu 

batal (Pasal 305 KHES). 
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6) Uang ija>rah tidak harus dibayar apabila akad ija>rahnya batal, dan 

harga ija>rah yang wajar adalah harga ija>rah yang ditentukan oleh ahli 

yang berpengalaman dan jujur (Pasal 306 KHES). 

4. Macam-macam Ija>rah  

Akad ija>rah diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, 

yaitu ija>rah terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera dan 

ija>rah terhadap jasa pekerjaan. Jika pada jenis pertama ija>rah bisa dianggap 

terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk 

dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, 

perhiasan, dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa.  

Sedangkan pada jenis kedua, ija>rah baru bisa dianggap terlaksana 

kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya 

melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, 

memperbaiki komputer oleh teknisi komputer, dan sebagainya. Dengan 

diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang 

menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa dan 

upah.
65

 

Ija>rah tenaga kerja itu sendiri juga ada yang bersifat pribadi, seperti 

menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang berdifat serikat, 

yaitu 
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seorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang 

banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit). Kedua bentuk 

ija>rah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh. Walau 

secara umum, antara keduanya memiliki persyaratan yang hampir sama, tetapi 

ada perbedaan spesifik antara keduanya. 

Pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang 

diakadkan. Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga 

disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama 

seperti persyaratan barang yang diperjualbelikan. Pada ija>rah tenaga kerja 

berlaku hukum harga/upah, dan pada ija>rah benda berlaku hukum jual beli. 

Terdapat berbagai jenis ija>rah, antara lain ija>rah ‘amal, ija>rah ‘ain/ 

ija>rah mut}laqah, ija>rah muntahiya bittamlik, dan ija>rah multijasa.
66

 

1. Ija>rah ‘Amal 

Akad sewa atas jasa pekerjaan seseorang. Ija>rah yang di gunakan 

untuk memperoleh jasa dari sesorang dengan membayar upah atas jasa 

yang diperoleh. Pengguna jasa disebut musta’ji>r dan pekerja disebut aji>r 

dan upah yang di berikan disebut ujrah (fee).
67

 Jasa Penilain Publik ini 

termasuk ke dalam jenis ija>rah „amal, karena jasa atas pekerjaan yang 

digunakan untuk menilai properti dan bisnis. 
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2. Ija>rah ‘Ain atau Ija>rah Mut}laqah (ija>rah Murni) 

Ija>rah ‘ain adalah jenis ija>rah yang terkait dengan penyewaan asset 

dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus 

memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang 

dipindahkan hanya manfaat (usufruct). Ija>rah „ain di dalam bahasa Inggris 

adalah term leasing. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut mujir dan 

penyewa disebut musta’ji>r dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut 

disebut ujrah. Dalam akad ija>rah „ain, tidak terdapat klausal yang 

memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama 

masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada ija>rah ‘ain yang menjadi 

objek akad sewa-menyewa adalah barang. 

3. Ija>rah Muntahiya Bittamlik 

Ija>rah Muntahiya Bittamlik merupakan rangkaian dua buah akad, 

yakni akad bay’ dan akad ijàrah. Bay’ merupakan akad jual beli, sedangkan 

IMBT adalah kombinasi antara sewa menyewa dengan jual beli atau hibah 

diakhir masa sewa. Istilah ini juga dikenal dengan sewa beli diterjemahkan 

dari istilah huurkoop dan dalam istilah hukum Inggris disebut hire 

purchase. Kemudian kedua akad tersebut terintegrasi menjadi suatu 

perjanjian sewa menyewa dengan opsi dari penyewa untuk membeli barang 

yang disewanya. Maksud kedua belah pihak adalah tertuju pada perolehan 
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hak milik atas suatu barang di satu pihak dan perolehan sejumlah uang 

sebagai imbalannya (harga) dipihak lain.
68

 

4. Ija>rah Multijasa 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

44/DSNMUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang dimaksud 

pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas 

suatu jasa.
69

 

Ketentuan dalam pembiayaan multijasa, yaitu sebagai berikut :  

a. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan 

akad ija>rah atau kafa>lah. 

b. Dalam hal LKS menggunakan akad ija>rah maka harus mengikuti semua 

ketentuan yang ada dalam fatwa ija>rah 

c. Dalam hal LKS menggunakan akad kafa>lah, maka harus mengikuti 

semua ketentuan yang ada dalam fatwa Kafa>lah. 

d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh 

imbalan jasa (ujrah) atau fee. 
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e. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam 

bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
70

 

5. Hak dan Kewjiban Dalam Ija>rah 

Akibat hukum dari terapainya ijab dan kabul dalam akad ialah 

berlakunya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kewajiban pihak 

yang menyewakan (mu’ji>r) ialah menyediakan barang maupun jasa dengan 

imbalan akan mendapatkan upah dari penyewa (musta’ji>r). Apabila terjadi 

kerusakan barang akan menjadi tanggung jawab pihak yang menyewakan 

(mu’ji>r), kecuali kerusakan itu secara nyata disebabkan karena kelainan dari 

pihak penyewa (musta’ji>r).71
 

Para pihak yang melakasanakan transaksi ija>rah memiliki hak dan 

kewajiban tertentu, yaitu antara lain :
72

 

a. Pemberi sewa berkewajiban menyediakan asset yang disewa dan 

menjamin apabila timbul kecatatan terhadap barang sewa. Dalam 

penyediaan asset ini, pemberi sewa dapat membuat, membeli, atau 

menyewa barang yang akan disewakan termasuk melengkapi dan 

menyediakan darana yang diperlukan sesuai dengan manfaat yang akan 

diperoleh penyewa. Begitu pula apabila ada kecacatan dari barang sewa 

yang menyebabkan kerusakan manfaat dari objek barang sewa, pemberi 
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sewa berkewajiban menjelaskan kecacatan tersebut kepada penyewa, dan 

apabila cacat tersebut diketahui setelah terjadinya akad, maka pemberi 

sewa memberikan hak opsi kepadda penyewa untuk membatalkan akad 

sewa atau mendapat pengurangan atas pembayaran imbalan sewa. 

b. Penyewa berkewajiban untuk menjaga keutuhan asset yang disewa dan 

membayar sewa. Para ulama sepakat bahwa set yang disewa adalah 

amanah ditangan penyewa. Namun, apabila aset yang  disewa rusak tanpa 

pelanggaran  dari yang dibolehkan atau lalai dalam menjaganya dari 

pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, 

karena ketika penyewa diizinkan oleh pemberi sewa untuk menikmatin 

manfaat dari aset  yang disewa, ia tidak dianggap sebagai penjamin dari 

aset yang disewa itu. 

c.  Berkaitan dengan pemeliharan terhadap aset yang disewa, kedua belah 

pihak dapat merinci hak dan kewajiban masing masing sesuaai dengan 

kebiasaan dan kelaziman dalam masyarakat. Misalnya penyewa dapat 

meminta pemberi sewa untuk melaksanakan pemeliharaan objek sewa 

untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan (misalnya, oli yang 

diperlukan untuk mesin dan peralatannya), atau untuk memungkinkan 

aset itu terus memberikan manfaat, sehingga diminta pemeliharaan 

dilakukan secara periodik. 
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Pada prinsipnya, dalam akad ija>rah dibolehkan mensyaratkan 

pemeliharaan aset dilakukan oleh musta’ji>r. Namun, dengan catatan upah 

sewa yang dibebankan oleh pihak musta’ji>r harus mencerminkan nilai 

manfaat yang didapatkan serta biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan 

aset. 

Menurut Novalita Damayanti dalam skripsinya, hak dan kewajiban 

dalam ijarah dapat diuraikan sebagai berikut:
73

 

a.  Pihak menyewakan (mu’ji>r) 

1) Menerima pembayaran harga sewa atau upah (ujrah) sesuai dengan 

yang disepakati dalam ija>rah. 

2) Menyediakan barang atau jasa yang disewakan. 

3) Menanggung pembiayaan barang yang disewakan atau jasa yang 

diberikan. 

4) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewa. 

5) Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang 

bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa dalam penggunaan. 

6) Menyatakan secara tertulis bahwa mu’ji>r menyerahkan penggunaan 

atau pemanfaatan barang atau jasa yang disewakan (pernyataan ijab). 
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b. Pihak penyewa (musta’ji>r) 

1) Memanfaatkan barang dan atau jasa perbuatan yang sesuai yang 

disepakati dalam ijarah. 

2) Membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati. 

3) Bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan barang serta 

menggunakannya sesuai yang disepakati dalam ija>rah. 

4) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak 

material) sesuai yang disepakati dalam ija>rah. 

5) Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa disebabkan 

oleh pelanggaran atau kelalaian penyewa. 

6) Menyatakan secara tertulis bahwa (musta’ji>r) menerima hak 

penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan 

jasa yang dimiliki mu’ji>r (pernyataan kabul) 

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi 

prestasi dalam kontek sewa menyewa berupa memberikan sesuatu 

(menyerahkan barang sewa atau membayar uang sewa), berbuat sesuatu 

(memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan) dan tidak 

berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk 

kepentingan lain diluar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan 
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dilarang selama waktu sewa mengubah wujud tatanan barang yang 

disewakan).
74

 

6. Objek dan ketentuan objek ija>rah 

Didalam skripsi karya Novita Damayati adapun objek ija>rah sebagai 

berikut: 

a.  Properti 

b. Alat transportasi 

c. Alat-alat berat 

d. Multijasa (Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan 

dan lainnya).
75

 

Berdasarkan Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Ija>rah ketentuan objek Ija>rah  adalah:
76

 

a. Objek ija>rah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. 

b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam 

kontrak. 

c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 

diharamkan). 

d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari‟ah. 
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e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 

menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan 

sengketa. 

f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 

waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 

g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 

nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang 

dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa 

atau upah dalam Ijarah. 

7. Pembatalan dan Berakhirnya Ija>rah 

Ija>rah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan 

adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ija>rah merupakan akad 

pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Menurut 

Hendi Suhendi dalam karya bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah ija>rah 

akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut :
77

 

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa; 

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan 

sebagainya; 

3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk 

dijahitkan; 
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4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah 

ditentukan dan selesainya pekerjaan; 

5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ija>rah dari salah satu pihak, seperti yang 

menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, 

maka ia dibolehkan mamfasakhkan sewaan itu. 

Sedangkan menurut Sri Nurhayati dan Wasilah dalam karya bukunya 

yang berjudul Akuntansi Syariah di Indonesia akad ija>rah dapat berakhir 

apabila memenuhi syarat berikut :
78

 

1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat 

berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alas 

an, misalnya keterlambatan masa panen menyewakan lahan untuk 

pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. 

2. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat 

menghentikan akad ija>rah . 

3. Terjadi kerusakan aset. 

4. Penyewa tidak membayar sewa. 

5. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris berkeinginan tidak meneruskan 

akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah 

maka akadd tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah menyusui 
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maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal maka akadnya 

menjadi batal. 

8. Akad Ija>rah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Adapun syarat pelaksanaan dan penyelesaian ija>rah diatur dalam pasal: 

a.  Pasal 301 untuk menyelesaikan suatu proses akad ija>rah, pihak-pihak 

yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan 

hukum. 

b.  Pasal 302 akad ija>rah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak 

jauh. 

c. Pasal 303 Pihak yang menyewakan haruslah pemilik, wakilnya atau 

pengampunya. 

d. Pasal 304  

(1) Penggunaan ma’ju>r harus dicantumkan dalam akad ija>rah. 

(2) Apabila penggunaan ma’ju>r tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, 

maka ma’ju>r digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. 

e.  Pasal 305 Apabila salah satu syarat dalam akad ija>rah tidak ada, maka 

akad itu batal. 

f. Pasal 306 

(1) Uang ija>rah tidak harus dibayar apabila akad ija>rahnya batal 
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(2) Harga ija>rah yang wajar/ujrah al-mitsli adalah harga ijarah yang 

ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.
79

 

Harga dan jangka waktu ija>rah diatur dalam pasal: 

a. Pasal 315  

(1) Nilai atau harga ija>rah antara lain ditentukan berdasarkan satuan 

waktu.  

(2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, 

bulan atau tahun. 

b. Pasal 316  

(1) Awal waktu ija>rah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.  

(2) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. 

c. Pasal 317 Kelebihan waktu dalam ija>rah yang dilakukan oleh musta’ji>r, 

harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.
80

 

B. Konsep Umum Jasa Penilain Publik 

1. Pengertian Jasa Penilain Publik 

Jasa penilaian (appraisal) merupakan salah satu sektor jasa yang dapat 

berperan penting dalam menentukan nilai ekonomis aset dan potensi harta 

kekayaan. Di Indonesia, penilaian atau appraisal belum dikenal secara 

umum. Hal ini karena appraisal masih dalam tahap pertumbuhan. Umumnya 
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jasa appraisal atau penilaian digunakan institusi keuangan dalam menilai 

suatu properti. 

Menurut apa yang ditulis oleh Anang Panca dalam web yang berjudul 

info terkini standar biaya jasa appraisal penilai aset tanah dan bangunan 
mendefinisikan penilai adalah orang yang memberikan opini nilai atas objek 

tertentu berdasarkan data atau fakta objektif yang relevan. Penilai biasanya 

menggunakan metode atau teknik tertentu dalam pekerjaannya. Cakupan 

objek penilaian pun ada banyak, mulai dari aset pemerintah, jaminan kredit 

bank, hingga aset perusahaan.
81

 

Kamus Hukum Ekonomi, memberikan pengertian penilai (appraisal) 

yaitu orang yang pekerjaannya melakukan penaksiran atas nilai atau harga 

suatu barang, kemudian kata penilaian (appraisal) mempunyai arti 

penaksiran untuk menetapkan suatu harga barang atau harta kekayaan 

perusahaan, perhitungan terhadap nilai barang impor untuk menentukan 

besarnya tarif / biaya masuk yang harus dibayar importer.
82

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “penilaian diartikan sebagai 

proses, cara, perbuatan menilai, pemberian biji (biji, kadar mutu, harga), 

penelaahan  dan yang lengkap”.
83
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Menurut  peraturan menteri keungan republik Indonesia nomor 

101/PMK/01./2014 tentang penilaian publik pada pasal 1  penilaian adalah 

proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas  nilai ekonomi suatu 

objek penilaian sesuai dengan standar penilaian Indonesia atau di singkat 

dengan SPI.
84

 Appraisal atau penilaian adalah proses pekerjaan atau kegiatan 

seorang penilai dalam memberikan suatu estimasi atau opini atas nilai 

ekonomis suatu properti, baik berwujud ataupun tidak berwujud yang 

berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan 

dengan menggunakan metode, parameter dan prinsip-prinsip penilaian yang 

berlaku.
85

 

2. Peraturan Hukum Tentang Jasa Penilaian Publik 

Jasa Penilaian publik atau disebut dengan Appraisal menjalankan 

tugasnya sesuai kompetensinya sebagaimana amanat peraturan perundang-

undangan sebagai penyedia jasa penilaian. Tidak hanya menjalankan 

tugasnya sesuai peraturan menteri keuangan. Pedoman lain appraisal 

menjalankan tugasnya dituliskan Peraturan menteri keuangan nomor 

101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Standar Penilaian Indonesia (SPI) 

dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), Gabungan Asosiasi Penilai 

Indonesia (GAPI), Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) 
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Peraturan menteri keuangan nomor 101/PMK.01/2014 tentang 

Penilai Publik menjadi pedoman utama pelaksanaan tugas pokok appraisal. 

SPI dan KEPI memberikan arahan bagaimana appraisal menjalankan 

tugasnya secara professional sebagai salah satu profesi yang dianggap 

memiliki kemampuan dan integeritas tersendiri. MAPPI dan GAPI tersebut 

juga digunakan sebagai arahan teknis apabila telah melakukan profesi 

appraisal secara profesional. 

Penilaian yang dilakukan merujuk pada tujuan yang diinginkan oleh 

peminta jasa appraisal. Tujuan penilaian yang diminta oleh peminta jasa 

appraisal harus bersesuian dengan peraturan yang mengatur. Peraturan 

mengenai tujuan tersebut terletak pada Pasal 2 peraturan menteri keuangan 

nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik yang menyatakan tugas 

appraisal yaitu: 

a. Transaksi; 

b. Pelaporan keuangan sektor privat dan sektor publik; 

c. Penjaminan utang; 

d. Penerimaan Negara 

Pasal 2 Permenkeu tentang Penilai Publik telah menerangkan pokok 

utama tujuan penilaian yang dilakukan appraisal. Tujuan tersebut dapat 

dijelaskan secara lebih terperinci sebagai berikut:
86
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a. Transaksi 

Transaksi merupakan suatu bentuk kegiatan dalam perusahaan 

yang dapat menimbulkan perubahan posisi keuangan perusahaan, 

contohnya seperti menjual, membeli, menggaji, serta membayar berbagai 

macam biaya lainnya. Sedangkan pencatatan berbagai perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang dilakukan dengan metode-metode 

tertentu dan secara kronologis yang nantinya dapat dibicarakan dengan 

pihak lain dinamkan administrasi transaksi. Keterlibatan appraisal dalam 

transaksi yaitu sebagai profesi ahli yang memberikan penilaian objek 

yang diperdagangkan oleh penjual dan pembeli. 

b. Pelaporan keuangan sektor privat dan sektor publik 

Merupakan presentasi dari laporan keuangan yang didapat dari 

segala bentuk transaksi keuangan dalam sektor privat maupun dalam 

sektor publik. Laporan tersebut nantinya akan dipergunakan baik dari 

pihak internal ataupun eksternal suatu organisasi. Appraisal menjadi 

pihak yang melakukan penilaian untuk harta kekayaan dari masingmasing 

sektor. 

c. Penjaminan utang 

Merupakan suatu yang hak yang diperoleh kreditur untuk 

menimbulkan keyakinan bahwa kreditur akan melunasi hutangnya pada 

kreditur dan didasarkan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1311 dan 1312 
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
87

 Peran appraisal 

yakni sebagai pihak yang melakukan penilaian terhadap agunan hingga 

mendukung bank untuk dapat melakukan pinjaman kredit secara lebih 

berhati-hati 

d. Penerimaan Negara 

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 

tentang keuangan Negara disebutkan bahwa yang di maksud dengan 

“Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih.” Dari pengertian tersebut berarti bahwa 

pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, yang salah satu hak 

pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi 

negara untuk membiayai berbagai belanja/pengeluaran Negara yang 

berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Wujud 

pendapatan negara (Government Revenue) berupa uang (cash) sebagai 

penerimaan negara, yang menurut Pasal 1 angka 9 undang undang nomor 

17 tahun 2003 tentang keuangan Negara tahun 2003 diberikan pengertian 

bahwa yang dimaksud dengan “Penerimaan negara adalah uang yang 

masuk ke kas negara”. Appraisal melakukan tugasnya untuk menilai 

berbagai harta kekayaan negara untuk mengetahui keadaan kekayaan 

pemerintah yang hendak dipergunakan pemerintah sesuai keperluaanya 
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e. Tujuan Penilaian lainnya sesuai SPI 

Merupakan tujuan lain yang disepakati yaitu tingkat kedalaman 

investigasi, prosedur yang akan digunakan, asumsi yang akan dibuat dan 

batasan penggunaannya. Lingkup penugasan, implementasi dan pelaporan 

penilaian yang diatur SPI bertujuan menghasilkan penilaan yang dapat 

dipercaya. 

Mencermati Peraturan Menteri Keuangan tentang Jasa Penilai Publik 

dan juga Kode Etik Penilai (KEPI) Indonesia serta Standar Penilai Indonesia 

(SPI) maka terlihat pentingnya patuh terhadap KEPI dan SPI bagi Penilai 

Publik dalam menjalankan tugas profesi. KEPI dan SPI menjadi pedoman 

wajib bagi Penilai Publik agar laporan hasil penilaian menjadi jelas, tidak 

menyesatkandan mengungkapkan semua hal yang penting. Terkait dengan 

harus dipatuhinya KEPI dan SPI oleh Penilai Publik, dituangkan atau 

tidaknya kedua hal tersebut dalam perjanjian antara penilai dengan pemberi 

tugas tidak menjadi soal dan tetap akan mengikat secara hukum karena telah 

ditentukan oleh peraturan yang berlaku.. Namun dalam praktek keberadaan 

KEPI dan SPI selalu dituangkan dalam perjanjian. Penilai Publik sepanjang 

melakukan profesinya wajib mematuhi KEPI dan SPI.
88
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3. Jenis Jasa Penilaian Publik  

a. Bidang Jasa Penilai Properti sederhana meliputi: 

1) Tanah kosong untuk permukiman paling luas 5.000 (lima ribu) meter 

persegi yang diperuntukkan untuk 1 (satu) unit rumah tinggal; 

2) 1 (satu) unit apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, 

atau kios; 

3) peralatan dan perlengkapan bangunan yang merupakan bagian yang 

terikat pada apartemen, rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, 

atau kios; 

4) 1 (satu) unit mesin individual yang digunakan pada rumah tinggal, 

rumah toko, atau rumah kantor, termasuk pembangkit tenaga listrik 

(genset) dan pompa air; 

5) 1 (satu) unit alat transportasi dengan klasifikasi mobil penumpang, 

mobil beban, dan sepeda motor, yang bukan merupakan suatu armada 

angkutan; dan 

6) 1 (satu) unit gudang tunggal dengan luas tanah dan bangunan 

masing-masing paling luas 500 (lima ratus) meter persegi. 

b. Bidang Jasa Penilaian Properti meliputi: 

1) Tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan 

lainnya atas tanah: 
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2) Mesin dan peralatan termasuk instalasinya yang dirangkai dalam satu 

kesatuan dan/ atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses 

produksi; 

3) Alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat 

laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan 

peralatan militer; 

4) Perangkat telekomunikasi termasuk peralatan pemancar dan 

penerima jaringan, satelit, dan stasiun bumi; 

5) pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan; 

6) pertambangan. 

c. Bidang Jasa Penilaian Bisnis meliputi: 

1) Entitas bisnis; 

2) Penyertaan; 

3) Surat berharga termasuk asetnya; 

4) Hak dan kewajiban perusahaan; 

5) Hak kekayaan intelektual dan aset takberwujud; 

6) Kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau 

peristiwa tertentu untuk mendukung berbagai tindakan korporasi atau 

atas transaksi material; 

7) Opini kewajaran; 

8)  Instrumen keuangan. 
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d. Bidang jasa Penilaian Personal Properti meliputi: 

1. Pabrik termasuk instalasinya yang merupakan satu kesatuan;  

2. Mesin dan peralatan termasuk instalasinya yang dirangkai dalam satu 

kesatuan dan atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses 

produksi;  

3. Alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat 

laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan 

peralatan militer;  

4. Perangkat telekomunikasi termasuk peralatan pemancar dan 

penerima jaringan, satelit, dan stasiun bumi.
89

 

4. Metode Penilaian Publik 

Metode penilaian adalah pendekatan yang digunakan untuk 

melakukan penilaian. Dalam penilaian properti, mengenal tiga macam 

metode yang biasa digunakan, yaitu:
90

 

a. Metode Perbandingan Data Pasar ( Market Data Approach ); 

Metode ini sering disebut juga sebagai metode perbandingan harga jual 

(Sales Comparison Method). Penilaian dibuat langsung dari harta sejenis. 

Penilai mendapatkan tiga, lima atau lebih harta tetap yang telah dijual dan 

sejenis terhadap properti yang akan dinilai serta dibuat penyesuaiannya. 
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b. Metode Kalkulasi Biaya ( Cost Approach )  

Nilai dari properti (tanah dan bangunan) diperoleh dengan menganggap 

tanah sebagai tanah kosong dan nilai tanah ditentukan berdasarkan market 

data. Kalkulasi biaya digunakan untuk menilai bangunan. 

c. Metode Pendekatan Pendapatan (Income Approach)  

Pendekatan Pendapatan (Income Approach) berdasarkan pada pola pikir 

adalah hubungan antara pendapatan dari harta tetap dan nilai dari harta 

tetap itu sendiri. Harta tetap komersial dibeli untuk disewakan pada pihak 

lain. Pendapatan di masa yang akan datang dari harta tetap merupakan 

keuntungan bagi pemilik.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan 

pendalaman pada objek yang dikaji.
91

 Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.
92

 Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, proses penelitian 

dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan 

dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitiian yang dalam 

kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan 

dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.
93

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field 

reseacrh, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan peneliti di tempat terjadinya 

segala sesuatu yang diteliti. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke 

“lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu 

keadaan alamiah.
94

 Didalam penelitian ini penulis ingin mengetahui implementasi 
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akad ija>rah terhadap jasa penilaian publik Sapto Kasmodiard dan Rekan 

Purwokerto. sehingga penulis terjun kelokasi penelitian untuk mendapatkan data 

terkait objek penelitian.  

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor jasa penilaian publik Sapto 

Kasmodiard dan Rekan Purwokerto. Perumahan Griya Satria VI blok L2. 

Bantarsoka, Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Jawa Tengah. 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang dianggap mengetahui 

mekanisme pemberian jasa Penilaian Publik. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan salah satu teknik non random sampling
95

, yaitu purposive sampling 

dimana penulis menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-

ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat 

menjawab pertanyaan penelitian.
96

 Adapun kriteria dalam pengambilan sampel 

penelitian ini yang memiliki aktivitas dalam pemberian jasa penilaian publik. 

Informan dalam penelitian ini populasinya ialah di kantor jasa Penilaian Publik 

Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto, sedangkan sampel yang diwawancarai  

antara lain pimpinan, karyawan, dan klien. 

Sedangkan objek penelitian ini yaitu masalah yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini penulis akan meneliti mengenai implementasi akad ija>rah terhadap 
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praktik jasa penilaian properti dan bisnis di kantor jasa penilaian publik Sapto 

Kasmodiard dan Rekan Purwokerto.  

E. Sumber Data Penelitian 

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan 

penulis dijadikan sebagai pusat informasi/data yang dibutuhkan dalam 

penelitian, sumber data tersebut adalah : 

a. Sumber Primer 

Yang dimaksud sumber data primer yaitu data penelitian langsung 

pada subjek sebagai sumber informasi yang diteliti.
97

 Adapun yang menjadi 

sumber data primer disini adalah segala data-data dan informasi yang 

diperoleh dari jasa penilaian publik Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto, 

antara lain pimpinan, karyawan, klien. Data tersebut berupa wawancara 

langsung, dan media lainnya.  

b. Sumber sekunder 

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.
98

 Dalam kata lain, sumber data 

sekunder merupakan sumber data yang dapat dijadikan sebagai penunjang 

data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah data-data, buku-
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buku, jurnal-jurnal, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan akad 

ija>rah dan jasa penilai publik properti dan bisnis. 

F. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. 

Pendekatan normatif yuridis merupakan jenis pendekatan dimana hukum 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undang atau 

hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

berprilaku manusia yang dianggap pantas.
99

 Penelitian hukum normatif ini 

didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang 

mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan peraturan lainnya.
100

 Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk 

mengkaji penerapan akad ija>rah terhadap ptaktik jasa penilaian properti dan bisnis 

di Kantor Jasa Penilai Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto. 

G. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan 

penelitian.
101

 Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain : 
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a. Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau 

fenomena yang ada pada objek penelitian.
102

 Peneliti turun langsung ke 

lapangan untuk mengambil data dari sumber primer maupun sumber sekunder 

serta melihat secara langsung kondisi nyata mengenai jasa penilaian publik 

Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto. 

b. Wawancara 

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang 

berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, 

yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada 

yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. Wawancara 

yang dimaksud adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi 

jawabannya, artinya pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.
103

  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak 

berstruktur, yaitu wawancara bebeas dimna peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan datanya.
104

 Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara 
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dengan pimpinan, karyawan, klien  di kantor Sapto Kasmodiard dan Rekan 

Purwokerto. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.
105

 Metode ini 

untuk menggali data dari berbagai buku maupun jurnal untuk lebih 

mengetahui mengenai masalah dalam penelitian seperti konsep ija>rah hingga 

hukum jasa jasa penilaian publik menurut Islam. 

H. Metode Analisis Data 

Dalam metode analisis data penulis menggunakan metode induktif. Yaitu 

menyajikan data dan menarik kesimpulan. Sedangkan dalam  penyajian data, 

penulis mengumpulkan informasi tersusun dari data dan narasumber yang 

memberi kemungkinan adanya pemikiran kesimpulan. Penyajian data yang 

penulis buat, berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lain 

sebagainya. Sedangkan teknik verifikasi atau kesimpulan, peneliti melakukan 

pengecekkan data yang terkumpul dan juga pada bagian ini peneliti mengutarakan 

kesimpulan dari data-data yang diperoleh. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI AKAD IJA>RAH TERHADAP PRAKTIK JASA PENILAIAN 

PROPERTI DAN BISNIS DI KANTOR SAPTO KASMODIARD DAN REKAN 

PURWOKERTO 

 

A. Gambaran Umum Tentang Kantor Jasa Penilaian Publik Sapto 

Kasmodiard dan Rekan Purwokerto 

1. Sejarah Kantor Jasa Penilaian Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan 

Purwokerto 

 Berdirinya Kantor Jasa Penilaian Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan 

Purwokerto sejak tahun 2012. Namun saat itu hanya dalam bentuk 

perwakilan dari pusat Jakarta. Semenjak diterbitkannya peraturan menteri 

keuangan no 101/PMK/2014 tentang penilaian publik, mulailah sejak tahun 

2016 kantor Jasa Penilaian Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto 

menjadi cabang, dengan syarat menempuh pendidikan properti sederhana 

atau juga bisa properti full.106 

Kantor Jasa Penilaian Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan 

Purwokerto merupakan kantor yang melopori pertama kali berdirinya jasa 

penilaian publik di Banyumas secara resmi dan memiliki izin untuk 

beroperasi. Dari segi pengalamana dan waktu yang telah didapatkan 

membuktikan bahwa KJPP Sapto Kasmodiard dan rekan Purwokerto dapat 
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 Wawancara Dengan Bapak Arif Setiabudi Selaku Karyawan Sapto Kasmodiar Dan rekan 

Purwokerto, Pada Tanggal 3 Desember 2020.  
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tetap eksis dan sudah menjalin kerjasama dari berbagai kalangan baik dari 

bank maupun non bank hingga saat ini.107 

2. Jenis jasa layanan Kantor Jasa Penilaian Publik Sapto Kasmodiard dan 

Rekan Purwokerto 

Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut KJPP merupakan 

badan usaha yang telah mendapat izin dari menteri sebagai wadah bagi 

penilai publik dalam memberikan jasanya. KJPP diataur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 Tentang Penilaian Publik. 

Bidang jasa yang ada di KJPP Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto 

adalah Penilaian Properti Sederhana, Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan 

Penilaian Personal Properti. 

Jenis jasa layanan dan pendekatan yang dilakukan oleh KJPP Sapto 

Kasmodiard terbagi menjadi tiga antara lain: 

a. Penilaian Properti mencakup kegiatan penilaian atas suatu properti 

berdasarkan karakteristik tertentunya pada objek-objek berikut : 

1) Tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, serta pengembangan 

lainnya atas tanah. 

2) Instalasi dan peralatan yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau 

berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi. 
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3) Alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat 

laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan 

militer. 

4) Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. 

5) Pertambangan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian properti meliputi : 

1) Pendekatan Pasar 

Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan properti sejenis 

atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan 

estimasi nilai melalui proses perbandingan. Properti yang dinilai 

dibandingkan dengan transaksi properti yang sebanding, baik yang 

telah terjadi maupun yang masih dalam tahap penawaran penjualan 

dari suatu proses jual beli. 

2) Pendekatan Biaya 

Pendekatan ini mempertimbangkan kemungkinan bahwa 

sebagai substitusi dari pembelian suatu properti, seseorang dapat 

membuat properti yang lain baik berupa replika dari properti asli atau 

substitusinya yang memberikan kegunaan yang sebanding. Dalam 

prakteknya, pendekatan ini juga melibatkan estimasi depresiasi untuk 

properti yang lebih tua dan/atau memiliki keusangan fungsional. 
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3) Pendekatan Pendapatan 

Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan dan biaya 

yang berhubungan dengan properti yang dinilai dan mengestimasikan 

nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan 

pendapatan bersih dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi 

pendapatan menjadi estimasi nilai.  

b. Penilaian  Bisnis mencakup kegiatan penilaian, proses memperoleh 

pendapatan, dan perkiraan nilai suatu bisnis, perusahaan/entitas usaha, 

atau kepemilikan usaha meliputi : 

1) Penilaian entitas bisnis. 

2) Penilaian penyertaan atau kepemilikan usaha. 

3) Penilaian surat berharga dan aset. 

4) Penilaian hak dan kewajiban perusahaan. 

5) Penilaian aktiva tidak berwujud. 

6) Penilaian kerugian ekonomis yang diakibatkan suatu kegiatan atau 

peristiwa tertentu atau atas transaksi material. 

7) Penilaian opini kewajaran. 

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian bisnis meliputi : 

1) Pendekatan Berbasis Aset 

Pendekatan ini memperkirakan nilai suatu bisnis dan/atau 

ekuitas menggunakan metode yang didasarkan pada nilai pasar aset 

bisnis secara individu dikurangi dengan kewajiban. 
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2) Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan 

Pendekatan ini memperkirakan indikasi nilai suatu bisnis, hak 

atas kepemilikan usaha, atau sekuritas menggunakan satu atau lebih 

metode dimana nilai diperkirakan dengan mengkonversi keuntungan 

yang diantisipasi menjadi nilai modal. 

3) Pendekatan Pasar 

Pendekatan ini memperkirakan indikasi nilai suatu bisnis, hak 

atas kepemilikan bisnis, atau sekuritas menggunakan satu atau lebih 

metode yang membandingkannya dengan bisnis yang sama, hak atas 

kepemilikan bisnis, atau sekuritas sejenis yang telah dijual. 

c. Jasa Lain-lain 

Selain penilaian properti dan penilaian bisnis, KJPP juga melayani 

jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penilaian, antara lain : 

1) Konsultasi pengembangan properti. 

2) Desain sistem informasi aset. 

3) Pengelolaan properti. 

4) Studi kelayakan usaha. 

5) Pengawasan pembiayaan proyek.108 
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 Wawancara dengan bapak Muhammad Nurhidayat Handoko Selaku Pimpinan Cabang 

KJPP. 
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B. Analisis Implementasi Akad Ijarah  Jasa Penilaian Properti dan Bisnis 

Ija>rah (sewa-menyewa) adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa 

(manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang 

dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah 

sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. 

Transaksi ija>rah didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat atas suatu objek 

yang disewakan.109 

Menurut bahasa ija>rah adalah upah, ganti atau imbalan, dalam istilah 

umum dinamakan sewa menyewa. Sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan 

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak 

yang lain kenikmatan atau manfaat dari suatu barang, selama suatu waktu 

tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut 

disanggupi pembayaranya.110 

Islam memandang konsep sewa menyewa sebagai sarana untuk tolong 

menolong antar sesama manusia, dimana orang yang sedang mekakukan sewa 

menyewa tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, 

melainkan juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu antar sesama. 

Bagi pemberi sewa, ia sedang memenuhi kebutuhan barang atau tenaga yang 

dibutuhkan untuk diambil manfaatnya oleh penyewa, sedangkan bagi penyewa 
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sendiri, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh 

pemberi sewa.111 

Sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan penulis 

mengenai praktik jasa penilian properti dan bisnis yang ada di Kantor Jasa 

Penilai Publik Sapto Kasmodiar dan Rekan Purwokerto, maka terdapat hubungan 

antara penyewa jasa dan penyedia jasa yang termasuk kedalam akad sewa 

menyewa jenis ija>rah ‘amal karena jasa atas pekerjaan yang digunakan untuk 

menilai properti dan bisnis. 

Adapun yang berkaitan dengan implementasi akad ija>rah terhadap praktik 

jasa penilian properti dan bisnis di Kantor Jasa Penilai Publik Sapto Kasmodiard 

dan Rekan Purwokerto, yaitu: 

1. Pelaku akad (Mu’ji>r dan Musta’ji>r) 

Adapun pelaku akad berdasarkan penelitian penulis terhadap akad jasa 

penilaian properti dan bisnis di KJPP Sapto Kasmodiard dan rekan 

purwokerto yaitu: 

a. Mu’ji>r sebagai penyedia jasa  penilaian properti dan bisnis yang berada di 

KJPP Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto. Adapun nama pelaku 

penyedia jasa penilaian properti dan bisnis (Mu’ji>r) diantaranya yaitu 

Bapak Muhammad Nurhidayat Handoko selaku kepala cabang, Bapak 

Arif Ssetiabudi selaku karyawan. 
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b. Musta’ji>r sebagai penyewa jasa penilaian properti dan bisnis yang berada 

di KJPP Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto. Adapun nama pelaku 

penyewa jasa penilaian properti dan bisnis (Musta’ji>r) diantaranya yaitu 

Bapak Amir, Ibu ndari dan Bapak Rustam 

Ketentuan Pelaku akad jasa penilaian properti dan bisnis disini telah 

memenuhi syarat dimana pelaku akad telah baligh, dan berakal sehat. 

Sebgaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah atau di 

sebut dengan KHES diatur dalam Bab III Bagian Pertama pasal 23 

Pertama, pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok 

orang, persekutuan, atau badan usaha; dan kedua, Orang yang berakad 

harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz (orang yang bisa membedakan 

mana baik dan buruk). 

Dikuatkan dalam surat an-Nisa ayat 5 sebagai berikut: 

وٍليوٍا لَىيمٍ كىلى تػيؤٍتيوا السمفىهىاءۤى اىمٍوىالىكيمي الَّتًٍِ جىعىلى اللٌَٰوي لىكيمٍ قًيَٰمنا كَّارٍزيقػيوٍىيمٍ فًيػٍهىا كىاكٍسيوٍىيمٍ كىقػي 
 قػىوٍلن مَّعٍريكٍفنا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasanmu) 

yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka 

belanja dan pakaian (dari hasil harta itu ) dan ucapkanlah kepada 

mereka perkataan yang baik”112 

 

Selain itu, baik pihak yang menyewakan dan penyewa dalam 

melakukan akad ija>rah sudah memiliki kecakapan bertindak yang 

sempurna, segala perbuatan dapat dibertanggung jawabkan secara hukum 
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Islam karena kedua belah pihak yang melakukan akad telah memenuhi 

syarat yang ada sesuai hukum Islam. 

2. S}i>gat (Ijab dan Kabul) 

Adanya akad antara penyedia jasa (mu’ji>r) dan penyewa jasa 

(musta’ji>r) sebagai pihak yang telah melakukan akad perjanjian. Bentuk ijab 

dan kabul yang digunakan yaitu secara lisan dengan menggunakan kata-kata 

yang mudah dipahami antara kedua belah pihak yang bersangkutan karena 

cara seperti ini merupakan adat kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh 

masyarakat setempat pada umumnya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak 

Arif  Setiabudi selaku karyawan dan penyedia jasa.113 

“Mas saya mau jual rumah beserta properti yang dimiliki, yang 

berlokasi di jl ks tubun no 4 kelurahan kober purwokerto barat kiranya 

bisa datang ke lokasi tidak untuk melihat kondisi rumah dan 

menafsirkan harga jualnya berapa” lalu penyedia jasa menjawab “iya 

bisa mas saya akan datang ke lokasi besok” 

 

Adapun pernyataan lain yang diungkapkan oleh Bapak Amir selaku 

klien KJPP Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto dalam melaksanakan 

ijab kabul yaitu:114 

“Mas bisa menilai tanah yang saya miliki, berlokasi di jl bobosan no4 

kelurahan purwanegara purwokerto utara” penyedia jasa menjawab “iya bisa 

mas, dua hari dari sekarang saya dan tim akan survei ke lokasi” penyewa jasa 

menjawab “kira kira biayanya berapa untuk menilai tanah” penyedia jasa 
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 Wawancara dengan bapak Arif Setiabudi Selaku Karyawan pada tanggal 3 Desember 

2020. 
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 Wawancara dengan bapak Amir Selaku klien KJPP Sapto Kasmodiarad dan Rekan 

Purwokerto pada tanggal 10 November 2020. 
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menjawab “untuk biaya kisaran Rp 1.320.000” penyewa menjawab “iya ok 

mas saya tunggu” 

 

  Berakhirnya ijab dan Kabul ketika penyedia jasa (mu’ji>r) sudah 

menyerahkan hasil penilaiannya kepada penyewa jasa (musta’ji>r) dengan 

harga yang telah disepakati oleh keduabelah pihak tanpa adanya paksaan. Ijab 

dan kabul disini sudah jelas antara penyedia jasa dan penyewa jasa. Apabila 

salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad ija>rah nya 

tidak sah. Dasarnya adalah firman Allah Surah an-Nisa (4) ayat 29: 

لىكيم بػى  َ  اَ  لى تىأٍكيليو َ  أىيػمهىا ٱلَّذًينى ءىامىنيواَ  مىَٰ  أىف تىكيوفى تًىَٰرىةن عىن تػىرىاضو  َ  يػٍنىكيم بًٱلٍبىَٰطًلً إًلَّ أىمٍوىَٰ
 إًفَّ ٱللَّوى كىافى بًكيمٍ رىحًيمنا َ  أىنفيسىكيمٍ  َ  اَ  كىلى تػىقٍتػيليو َ  مِّنكيمٍ 

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”115 

 

Dalam sewa menyewa (ija>rah) yang terpenting adalah terpenuhinya 

rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Jika terdapat 

kekurangan baik rukun maupun syarat, apabila tidak terpenuhinya hal itu 

maka sewa menyewa tersebut akan cacat. 

3. Ujrah (Upah) 

Ujrah/upah adalah suatu penerimaan sebagai bentuk imbalan dari 

pemberian kerja penerima untuk pekerjaan atas jasa yang telah dan akan 
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dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak 

bagi manusia yang berbentuk uang dan ditetapkan oleh perjanjian.116 

Jika ija>rah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 

adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak 

ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan 

mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan 

secara berangsurangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan 

menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad, bahwa apabila seorang mu’ji>r 

menyerahkan benda yang disewakam kepada penyewa (musta’ji>r), maka 

mu’ji>r berhak menerima pembayaran karena musta‟jir sudah menerima suatu 

manfaat.117 

Seperti halnya yang di ungkapkan oleh Bapak Dayat selaku pimpinan 

cabang pembayaran atau upah bisa di lakukan setelah penyewa mendapatkan 

penilaian dalam pentuk proposal ataupun sebelum mendapatkan penilaian, 

jadi pembayaran ini bisa di lakukan setelah atau sebelum tim melakukan 

penilaian.  Besarnya pembayaran atau upah tergantung apa yang akan dinilai, 

jika yang dinilai adalah properti dibawah 1000m
2
 maka yang harus di bayar 
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sebesar Rp 1.320.000, Pembayaran atau upah ini bisa berubah sesuai dengan 

kesepakatan bersama, melihat situasi dan lokasi letak yang akan dinilai.118 

Menurut Bapak Rustam upah kepada penyedia jasa (mu’ji>r) dilakukan 

setelah mendapatkan penilaian beserta proposal yang dibuat oleh penyedia 

jasa. Besaran yang di bayarkan Rp 1.320.000 untuk penilaian properti rumah. 

Pembayaran ini dilakukan setelah adanya penilaian oleh penyedia jasa, 

kesepakatan untuk pembayaran dilakukan saat terjadinya kontrak atau ijab dan 

kabul.119 

Menurut Ibu ndari selaku pengguna jasa, berdasarkan kesepakatan 

bersama upah dibayarkan diawal sebesar Rp 1.320.000 untuk penilaian 

properti rumah. Untuk laporan penilaian diserahkan setelah penyedia jasa 

selesai menilai.120 

Pemberian upah atau imbalan dalam ija>rah berupa sesuatu yang 

bernilai, baik berupa uang ataupun manfaat atas jasanya, yang tidak 

bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dan dilakukan atas kerelaan dan 

kejujuran.121 Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa untuk upah sudah 

jelas di lakukan saat melakukan akad ija>rah. 
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 Wawancara dengan Bapak Dayat Selaku Pimpinan Cabang KJPP Sapto Kasmodiarad dan 

Rekan Purwokerto pada tanggal 5 desember 2020. 
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 Wawancara dengan Bapak Rustam Selaku klien KJPP Sapto Kasmodiarad dan Rekan 
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 Waawancara dengan Ibu Ndari Selaku klien KJPP Sapto Kasmodiarad dan Rekan 
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4. Objek Sewa (Ma’qu>d ’alaih)  

Dalam implementasi akad ija>rah terhadap praktik jasa penilaian 

properti dan bisnis yang menjadi objek sesungguhnya adalah manfaat atas jasa 

penilaian properti dan bisnis yang termasuk kedalam ija>rah ‘amal akad sewa 

atas jasa pekerjaan seseorang, sedangkan objek yang diserahkan kepada pihak 

pemberi sewa (mu’ji>r) yaitu uang, dari pihak penyewa (musta’ji>r) 

pembayaran upah di lakukan setelah adanya kesepakatan bersama antara 

keduabelah pihak. Namun biasnya upah yang dibayarkan kepada pemberi 

sewa (mu’ji>r) tidak langsung dibayarkan pada saat akad itu dilakukan. Untuk 

pembayaran upah di bayarkan pada saat hasil penilaian sudah jadi dalam 

bentuk proposal. Naun ada juga pihak yang menyewa (musta’ji>r) yang 

membayar upah setelah melakukan akad jadi pembayaran diawal sebelum 

hasil penilaiannya keluar.  

Ija>rah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah 

mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum 

sahnya menurut Jumhur Ulama‟ adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara‟ berdasarkan ayat al-Qur‟an, 

hadis dan ketetapan ijma Ulama. Upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu:  

1. Upah yang disebutkan yaitu upah yang telah disebutkan pada awal 

transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai kerelaan 

(diterima dan disepakati kedua belah pihak) 
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2. Upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kerjaanya serta 

sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah harta yang dituntut 

sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya. 

Implementasi akad ijarah jasa penilaian properti dan bisnis dapat 

dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat ija>rah. Menurut 

hukum ekonomi syariah, yaitu : 

1. Dua orang yang berakad 

2. S}i>gat (Ijab dan Kabul) 

3. Ujrah (Upah) 

4. Manfaat (Ma’qu>d ‘alaih) 

Adapun syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan ija>rah, yaitu 

sebagai berikut:  

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad 

2. Syarat yang terkait dengan S}i>gat (ijab dan kabul), yaitu harus dari 

perasaan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan 

3. Syarat yang berkaitan dengan upah 

a. Berupa harta tetap yang diketahui 

b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ija>rah 

4. Syarat yang berkaitan dengan ma’qu>d ‘alaih 

a. Objek sewa bisa diserah terimakan, artinya barang sewaan tersebut 

adalah milik sah mu’ji>r (orang yang menyewakan) dan jika musta’ji>r 
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(orang yang menyewa) meminta barang tersebut sewaktu-waktu mu’ji>r 

dapat menyerahkan pada waktu itu. 

b. Mempunyai nilai manfaat menurut syara’ 

c. Objek ija>rah dapat diserahkan dan tidak cacat 

d. Objek ija>rah adalah sesuatu yang dihalalkan syara’ 

e. Ma’qu>d ‘alaih harus dapat memenuhi / sesuai syara’ 

Dalam praktik ija>rah jasa penilaian properti dan bisnis ijab dan kabul 

sangat penting dan perlu diperhatikan dalam perjanjian antara pemberi sewa 

dan penyewa, karena hal ini menentukan arah transaksi baik pada saat 

dilangsungkan perjanjian maupun saat pelaksanaannya yang menimbulkan 

kewajiban antara kedua belah pihak. 

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengamatan terahadap 

praktik jasa penilaian properti dan bisnis di kantor jasa penilaian publik Sapto 

Kasmodiard dan Rekan Purwokerto, bahwa penerapan akad ija>rah sudah 

memenuhi dan tidak terdapat kekurangan atau kecacatan dalam rukun dan 

syarat ija>rah. Pertama, pelaku akad telah memenuhi syarat yaitu sudah 

mencapai baligh, kemudian ijab dan kabul dilakukan secara sukarela tanpa 

paksaan, mengenai upah pun sudah sesuai dengan kesepakatan awal 

perjanjian.122 Hanya saja terdapat beberapa catatan kurangnya kejelasan dan 

terbuka terahadp penyewa dan penyedia jasa, hal semacam ini bisa 

                                                             
122

 Observasi pada tanggal 3 Desember 2020. 
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mengakibatkan kergugian anatara kedua belah pihak. Hubungan sesama 

manusia didalam masyarakat adalah mengenai masalah sewa menyewa dan 

agar sewa menyewa tersebut dapat terlaksana, maka pihak pihak yang 

mengadakan akad harus menyampaikan maksudnya, maka pihak lain tidak 

akan tahu adanya kehendak sewa menyewa atau transaksi muamalah yang 

lain. Allah SWT menegaskan dalam firmannya dalam surat al-Maidah ayat 2 

yaitu : 

 

لموا َ  أىيػمهىا ٱلَّذًينى ءىامىنيواَ  مىَٰ  ىـ كىلى ٱلٍَىدٍلى كى َ  شىعىَٰ  َ  لى تُيً ئًدى َ  لى ٱلٍقىلىَٰ ئرًى ٱللَّوً كىلى ٱلشَّهٍرى ٱلْىٍرىا
ننا َ  ءىا َ  كىلى  مٍ كىرضًٍوىَٰ ىـ يػىبٍتػىغيوفى فىضٍلَن مِّن رَّبًِِّّ لىلٍتيمٍ فىٱصٍطىاديكا َ  مِّينى ٱلٍبػىيٍتى ٱلْىٍرىا كىلى  َ   َ  كىإًذىا حى

نىػ ىافي قػىوٍوـ أىف صىدمككيمٍ عىنً ٱلٍمىسٍجًدً ٱلْىٍرىاًـ أىف تػىعٍتىديكا عىلىى ٱلٍبِِّ  َ  واكىتػىعىاكىني  َ   َ  يَىٍرمًىنَّكيمٍ شى
فً  َ  كىلى تػىعىاكىنيوا َ  كىٱلتػَّقٍوىلَٰ  ثًٍْ كىٱلٍعيدٍكىَٰ دًيدي ٱلٍعًقىابً  َ  ٱللَّوى  َ  كىٱتػَّقيوا َ  عىلىى ٱلٍإً  إًفَّ ٱللَّوى شى

 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi‟ar-

syi‟ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-

binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan 

dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 

Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 

kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan 

tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-Nya.”
123

 

 

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah menegaskan agar 

manusia dalam kegiatan ekonomi terhindar dari perbuatan yang bisa 

                                                             
123 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan., hlm. 106. 
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mengakibatkan putusnya hubungan baik antar sesama, maka hendaknya dalam 

mengadakan sewa menyewa mengikuti syari‟at. Islam sendiri juga 

memberikan suatu pengarahan pada praktik akad sewa menyewa dalam 

kegiatan muamalah karena hal ini sudah menjadi kenyataan dan kebiasaan 

dalam masyarakat setempat mengenai sewa menyewa untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi.124 

Jadi praktik jasa penilaian properti dan bisnis di kantor jasa penilaian 

publik Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto bisa dikatakan sah selama 

apa yang di kerjakan merupakan hal yang dibenarkan oleh hukum islam. 

Dengan tidak melakukan gharar atau riswah (suap) demi percepat dan 

kelancaran selama proses penilaian. Meskipun rukun dan syarat sahnya Ija>rah 

sudah terpenuhi apa bila terdapat unsur suap atau gharar maka hal tersebut 

tidak sah walaupun yang menajdi objek sewanya adalah jasa penilaian 

properti dan bisnis. Riswah yang berarti menyuap atau penyuapan.125 Hal 

semacam ini bisa terjadi dikarenakan pihak yang menyuap ingin 

mengahalakan segala cara demi kepentingannya sendiri. Sedangkan dalam 

pandangan hukum islam melarang adanya praktik suap menyuap sebagaimana 

di jelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 188: 

                                                             
124

 Novalita Damayanti, Tinjauan Hukum Islam… hlm. 65. 
125

 Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2012), Hlm. 89 
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اًلَى الْيٍكَّاًـ لتًىأٍكيليوٍا فىريًػٍقنا مِّنٍ اىمٍوىاؿً النَّاسً  َ  ا اىمٍوىالىكيمٍ بػىيػٍنىكيمٍ باًلٍبىاطًلً كىتيدٍليوٍا بًِّىاَ  كىلى تىأٍكيليوٍ 
   باًلًٍثًٍْ كىاىنػٍتيمٍ تػىعٍلىميوٍفى 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”
126

 

Dalam praktiknya di kantor jasa penilaian publik sapto kasmodiard dan 

rekan purwokerto tidak ditemukan adanya suap. Akan tetapi permintaan yang 

diinginkan oleh pihak penyewa bisa menjadikan itu suap dengan syarat 

adanya imbalan atau upah diluar akad. Permintaan pihak penyewa biasnya 

demi kepentingan pribadi seperti meminta menaikan penilaian atau harga 

pasaran yang ada, membuat penilaian dengan tidak melihat lokasi, dan 

meminta untuk dinilai dengan cara yang cepat tanpa mempertimbangkan 

prosedur penilian. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 

prinsip-prinsip muamalah menurut hukum ekonomi syariah dalam 

melaksanakan praktik sewa menyewa dengan membandingkan realitas yang 

ada di lapangan, prinsip-prinsip tersebut adalah :
127

 

                                                             
126

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan., hlm. 29. 
127

 Muhamad Majid, Jasa Download Konten di Internet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

(Studi Kasus Usaha-usaha Jasa Download di Situs  Forum Jual Beli Purwokerto), Skripsi (Purwokerto: 

IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 68. 
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1. Bahwa pada dasarnya praktik sewa menyewa harus sesuai dengan syariat 

Islam, dan sunnah rasul, artinya harus melihat syarat dan rukun yang telah 

ditetapkan sesuai Hukum Ekonomi Syariah. 

2. Dalam melaksanakan praktik sewa menyewa, kedua belah pihak harus 

didasari sukarela dan tidak mengandung unsur paksaan. 

3. Dalam pengambilan manfaat, objek sewa tidak boleh mengalami 

kerusakan apalagi hilang atau musnah. 

4. Dalam hal jual beli, objek yang diperjualbelikan harus jelas kadar 

objeknya dan tidak ditentukan berapa lama objek tersebut dapat 

digunakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan diatas setelah penulis menguraikan dan 

menganalisa Implementasi akad ija>rah terahadap praktik jasa penilaian properti 

dan bisnis di kantor jasa penilaian Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan 

Purwokerto, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam praktiknya jasa penilaian properti dan bisnis terjadi melalui suatu 

akad ija>rah yang dilaksanakan dengan cara lisan antara penyedia jasa dengan 

penyewa jasa. Penyewa jasa datang ke kantor Jasa Penilaian Publik Sapto 

Kasmodiard dan rekan purwokerto untuk meminta penilaian atau tafsiran 

harga aset yang di milliki untuk keperluan jual beli atau untuk keperluan 

pengajuan dana kepada bank. Kemudian upah yang dibayarkan setelah pihak 

penyedia jasa menyelesaikan laporan dalam bentuk proposal, namun ada 

juga pembayaran diawal ketika laporan belum selesai dibuat, utuk upah yang 

di bayarkan sebesar Rp 1.320.000 untuk penilaian di bawah 1000m
2
.  Dalam 

akad ini kedua belah pihak telah menyepakati persyaratan perjanjian pada 

awal melakukan transaksi. 

2. Implementasi akad ija>rah terahadap praktik jasa penilaian properti dan bisnis 

di kantor jasa penilaian publik Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto 

sudah menerapkan akad ija>rah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. 
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Praktik jasa penilaian properti dan bisnis ini termasuk keadalam jenis  ija>rah 

‘amal karena objek sewanya berupa jasa dari seseorang dengan membayar 

upah atas jasa yang diperoleh. 

 

B. Saran 

1. Kepada penyedia jasa diharapkan memberikan pemahaman terahadap 

penyewa tentang mengenai apa yang dikerjakan dan tidak menerima upah 

diluar akad yang sudah di tentukan agar tidak timbul riswah atau suap dan 

agar tidak terjadi kerugian diantara salah satu pihak.  

2. Kepada penyewa jasa penilaian properti dan bisnis hendaknya lebih 

memahami tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah 

dalam hukum ekonomi syariah. 
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